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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 3ANYUMASS

NOMOR 17 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, OQORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERDAGANGAN

~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Yang
' ° nvata, dinamis dan bertsngguny jawab cdengan titik
berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan FPuoraturan
Pemerintah Nomor .... Tahun 1995 Lelah diserahkan
sebagian urusan pemerintahan di bidang Perda-
gangan kepada Daerah Tingkad TII sebagal Urusan
Rumah Tangga Daerah;

|
"5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk
meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemey in-
tahan dan rembangunan secara berdsyaguna clan
berhasilguna khususnya dibidang perdagangan, maka
rperlu mengatur Pembentukan, Organisasi cdan Tata-
ker ja Dinas Perdagangan dengan Feraturan Daervah;

Mengingat ¢ 1. JUndang-undang . Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-

. bentukan Daerah-daerah Kabup atern-dalam Llnqkungan
Propinsi Jawa Tengah ; W

r

Undang-undang Nomoy 5§ Tahur-1974  tentang Pokok-
Frokok Pemerintahan di Daerah ?tbmbaran Negars
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambal-
an  Lembaran Negara Republik Incdonesia Nomor
3037); '

w

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Verti-al di Daarah
Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 1988
Nomor 10, Tabahan Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Nomor 3373);
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4. PeratLran Pemerintah Nomor 45 Tahun . 992 tentang
Penyelenggaraan oﬁonomiloaerah dengan titik berat
pacda Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Indonesia Nomor 3487 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor ......Tahun 1998
" tentang Penyerahan Sebagian Urusan '‘Pemerintahan
di Bidang ROy . IR P e ( lembavran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 homor PP §

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentany Pedoman Ovganisasi Dinas Daerah;

7. Keputysan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
pPeraturan Daarah Perubahan;
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoy 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
1994 tentang .- FPelaksanaan Proyek Percontohan
Otonomi Daerah pada Daevah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Oewan Perwakilan Rakyat ODaerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas

MEHMUTUSKAN

i

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERIA DINAS PERDAGANGAN.
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BAaB 1 ¢

KETENTUAN  UMUM

-

Fasal 1

Dalam Peraturs 1 Daarah ini yang dimaksud dengan :

a8. Daerah ada) ah Kabupaten Daerah Tingkat 1] Banyumas ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daer il Tingkat

IT Banyuma:s ;

¢. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumasg ; '

q. Dewan Perwakilan Rakyat Daarah adalah Dewan Perwaki)an Rakyat
Daserah Kabupaten Oaerah Tingkat II'Banyumas;

.e. Dinss Perdagangan sdalab Dinas RPercdagangan Kabupatan Daerah

_ Tingkat II Banyumas ;

. f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ferdagangan Kabupa -an Daerah
Tingkat I1I Banyumas ;

8. Cabang 0Qinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Ferdagangan YEaNg
mempunyal Wilayal kerv ja meliputi 1 (satu) stay beberapa keca~-
matan ; ' -

h. Unit Pelaiksana Teknis Dinas Yang  selanjutnya dizsebut UPTD

adalah Unsyr Pelaksana teknis OPerasional dari sebagian tugas

Dinas Perdagargan Yang melaksanakan tugas teknisg tertenty;

Jabatan Fungsional adalakh kedudukan Yang menunjukkan tugas

tanggungjawab, WewWwenang, cdan hak Seseorangy Peagawa i Neger i

Sipil dalam Suatu satuan drganisasi vang dalam Pelaksanaan

tugasnya didasarhkan Racds keahlian cdan atay keterampilan Lear-

tentu Serta bervsifat manciri .

Pasal 2

Dengan Peraturar Daayah inl dibentuk Dinas Fevdagangan .




(1) Dinas perclagangan adalah Unsuy polaksana Pemerintah Daevalh

N

BAB III ‘

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
pasal 3

yan ~dibentuk bercasar kan penyerahan urusan Jebiby  lanjut
kepada Daerah sebagal Urusan rumah Tangga di bida g Pevda-
gangan.

Dinas Perdsgangan dipimpin oleh seovang Kepala Dinas' yang
berada d. bawah dan bevtanggung jawab kepada Bupat i Kepala
Daerah.

Cinas Perdagansgan mempunyai tugas pOoKoK membantu Bupati Kepala
Deerah dalan menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan

tugas pembantuan di bidang Fevrdagangan.
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Untuk menyele snggarakan tugas pokok sebagaimana cdimaksuc dalam

pasal &4, Dinas perdaganghn mempunyal fungsi

3 .

b.

Q)

bimbingan dan pev wgendalian pelaksanaan pengadaan dan penyalur-
an mata dagangéan; _

pembinaan usaha dan sarana perdagangan serta  pondaftaran
perusahaan;

penyiapan dan pelaksanaan penerbitan perizinan di  bidang
pargcagansgan;
pembinaan dan pe
sengembangan kegiatan perdagangan luar negeri dan pengembangan

san di bidang kemetrologlan;
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exspor daerar;

cengawasan dan pengendalian Laknis atas pelaksanaan Lugas
cakhokh sesual Jdengan kel i jaksanaan yang ditetapkan oléh Bupatl
Kepala Daerah berdasarkan PFeraturan Farundang-undangan yang

cengurusan ketats usahaan;
ela\Sanaa\ cugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala

A .vL-.w!'ﬂn~'v','4
s i)




(1) SusQnaw Organisasi (Oinas Perdagangan tevdiri dari
a. Kep.ila Dinas; '
b. Sub Bagian Tata Usaha, tevdiri cari
Urusan Analisa Data, Progvam dan Laporvan;
L rusan Kaeuangan
o brusan Umuams
lyusan Kepegawaian.
eksi Pengadaan dan Penvaluran terdivi davi :
Sub Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan cdan Kehutanan;
aub Seksi Perikanan dan Petevnakan;
Hasil Industri dan Pertambangan.

0
LR s D B L) N

%
c
o2
o
Q£
=8
n

A od

d. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Ferusahaan terdirvi
; dari
1. Sub Seksi Bimbingan Uszaha dan Sarana Perdagangan;
2. Sub Seksi FPendaftaran Peruséhaan;
3. Sub Seksi Perdadangan lLuar Negeri.
e. Seksi Metvologl terdivi dari
1. Sub Seksi Massa dan Timbangan:
2, Sub Seksi Ukuran Avus. Panjang dan Volume;
3. Sub Seksil Pengawasan dan Penyuluhan.
f. Cabang DOinas.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

= 3

Kelompok Jabatan Funzgsional .

(3) sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
. Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi YA
masing-masing berada di bawah dan bertanggunyg Jjawab kepada

Kepala 0inas.

(4) Cabang Dinas dipimpin oleh sesorang Kepala Cabang Dinas yang -
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(%) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin olen seorang Kepala
JPTD, vang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
Dines.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga

Fungsional yang paling senior sebagal Katua Kaelompok dan
bertanggung Jjawab kepaca Kepsla Dinas.
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¥ Pasal 7 «
(1) M -aisn tugas masing-masing unsur Organisas! sebagaimana

dinaksud dalam Pasal o ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Kegpwwtusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan tercartum dalam
Lamg ivan, yang mevupakan bagian tak tevpisahkan dari Peratuy -
an Daerah ini.

1 BAaB V

TATAKERUJIA

Fasal 8
® - ,
@ ;
‘Tataker ia Dinas Pevdagangan diatur lebih lanjut devgan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-L.AIN

n

Pasal 9

. Jendang jabatan dan kepangkatanr serta gusunan kepegawaian Dinas
Perdagangan distur sesuai dengan ketentuan Peraturan Peruncdang-
undangan vang berlaku.

B AB VIY

' KETENTUAN PENUTUPR

Pasal 10

2

n berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan
tidak sesual dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan ticdak
aku lagi.
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Peraturan Daersn ini telab disahRkan dengan surat Kot an Guber -
nur Repals Daerah Tinghkat 1" Jawn Tengal b gl LU Juli 10895
Nomor : 188.3/218A/1995.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Banyuamas. '
Nomor : 14 Tanggal @ 28 Juli 1995 geri @ D
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Pasal 11 J
'Peréturan'oaerah ini mulal beralaku'pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang cdapat mengetahuinya, memerintahkan

pengunduangan Peraturan Daevah ini dengan penempatanva dalam
. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan <i Puruckerto

 pada tanggal ' 1995
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ‘DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

(EN DAERAM TINGKAT II'BANYUMAS

-
Disahkan oleh ......itieieeene.
cdengan Surat Kepuytuysan Nomor ...........
tanggal ... ittt eee.
.V e Doy v -
., ',‘)k‘l‘:"" p0,
. | ' ‘ Kepuus o coaheenut bomyiy Dae v Dingkat |
Tawy 1o nawh
Vupsaged P L YN N wdxm
[y P/ "'\u | H(\n JA
e \.xﬁ

|
l
|
I
l

H

N~ e e te
Q‘ R T bt |
! -@ v bt uss 197

1"“3"




4 {
d y
A0 SIS ARCANVISIST © S LAUPIRAN PERATURAN DAERAN KABUP ATEN DAERAM
o - TINGKAT 1 BANYLAAS
. — [ HNomor :
i f Tentang: - ‘“entukan , Organi: isi Dan
V. akerja Dinas Perd. gangan
‘ KEPALA DINAS
-
! SUB BAGIAN
| b TATA USHIA
{ l‘_—
— J L o
' | I I .
VRUSAN ANA-[| URUSA [| URUSAM URUSAN
LISA DATA, || KEURNGAN || UM UM | |KEPECAIAIAN
‘ PROC.SLAPCR,
\ J . " L
| i ) | !
;' | s sexs| SEKS|
- PENCADAIN  DAN BINAINCGAN USAYA & UETROLOGI
l PENYALURAN PEDAFT, PERUSAH,
| — s »
'——’—] SUB SEKSI TA- SUB SEKSI BIU- SUB Sexs|
| AN PRIGAN, F—{BIHGAN USAIMA & WASSA DAN
! : i |FERKES. 4T, ] SARANA PERDAG. l TIUBAIGAY
| KELoup H ———— e ——
P || : e,
|| PNGSTONAL | | SUB SEXS! SUB SEXS| SUB SEKS|
[ ] P—{PERTKANAN AN | PEXDAFTARAN —{UURA ARUS, |
PETERNAAN PERUSAHAMN Pwmvom,
i) T S~
ES R s st | l_ SUB SEXS! U8 Satst |
———— —{HASIL. 1ADUSTR ~{  PERDAGAMGAN —{PENCAVASAN DAN
APERTANBANA WAR NECERI PENYULUHAN
——— - —— — J — ——————— D S ——

~

v

———————




LAMPTRANIX : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR $188.3/218 A/1995,
TANGGAL :10 guli 1995,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PERDAGANGAN.

TR TS $e re e an we e wn e e e - . = e =

1. Pada judul, diktum menelapkan dan dalam Penjelasan Pasal,
pada  akhir  kolimat ditambkan perkataan "KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT BANYUMAS". t

N

Konsideran menimbang  huruf <, perkatataan "Nomor .....1995"
diubah dan dibaca "Nomor 8 Tahun 1995",

3. Pasal 1 huruf gy dan h, dihapus; Selanjutnya huruf "i" (lama)
diubah dan dibaca huruf "g" (baru).

4. Dasar hukum mengingat diubah dan dibaca sebagai bherikut
e Pﬁrﬂturnn Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah  Kepada 26  (dua
puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia. Nomor 3590)".

5. Pasal 4, diubuh duan dibaca sebagal berikut

"Dinas Perdagangan mempunyal tugas pokok melaksanakan urusan
rumah  tangga Dacrah dalam bidang Pcerdagangan yang menjadi
tangqung jawabnya melipuli, pembinaan perdagangan menengah
dan kecil, kemetrologlan, penyaluran mata , dagangan,
pendaftaran Perusahaan, penyuluhan kepada produsen, pedagang
dan masyarakat, rekomendasi ijlIn usaha perdagangan besar,
memberikan rekomendasi alas penerbitan angka pengenal eksport
dan pengenal import serta memberikan surat {3in tempat usaha
dan  tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah",

6. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagal berikut

"untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 Peraturan Dacrah Inl, Dlnas Perdagangan

mempunyal fungsi

a. mengatur, mengurus dan melaksanakan pembinaan perdagangan
menengah dan kecil;

b. mengatur, mengurus dan melaksanakan pembinaan
kemetrologian; ’

€. memantau dan mengevaluasi pengadaan dan penyaluran mata
dagangan; -

d. melaksanakan pendaftaran perusahaan;
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mengawasi, mencegah dan melakukan tindakan, terhadap
peredaran mata dagangan yang dapat mengaklibatkan keruglan
dan bahaya keselamatan honsumen;

mengadakan  penyuluhan kepada produsen, pedagang dan
masyarakat ;

melaksanakan kegialan promosi dan pameran mata dagangan;
memberikan rekomendasi 1jin usaha perdagangan besar;
memberikan  rekomendasi atas penerbitan angka pengenal
eksporl dan pengenal import; <
memberikan pelayanan périjirnan perdagangan antar pulau;
memberikan sural kelerangan asal mata dagangan eksport;
memberikan surat 1jln tempat usaha;

Pasal 6 ayat (1), diubah dun dibaca sebagal berikut :

"(l)

a. Kepala Dinas,

b. Sulh Bagian tate Usaha terdiri dard
= Urusan Umum;
= Urusan Kepegawaian;
Urusan Keuangan;

CooSeksl Penbinaan Distribusi terdiri dari
- Sub Seksi Promosi;
Sub Sckol Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
Sub Seksi Hasil Industri dan Perdagangan;
Sub Secksi Perikanan dan Peternakan;

d. Seksi Bimbingan Usaha dan Dagang terdiri dari :
- Sub Seksi Perijinan; .
- Sub Seksi Bimbingan Sarana Dagang;
- Sub Seksl Pendaftaran Perusahaan;

e, Seksl Perlindungan Konsumen terdiri dari
= Sub Seksi Pengawasan;
- Sub Secksl Penyuluhan;
- Sub Sckusi Dokumentasi dan Laporan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional'.

Pasal 7 :

a.

b.

Ayat (1) diubah dan dibaca sebagal berikut :

"(1l) Susunan Organisasi schagalmuna dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) Peraturan Daerah ini, dlatur leblh lanjut
dengan Keputusan Bupabti Kepala Daerah'". ‘

Ayat (2), perkataan "Susunan" dihapus.

Pada judul Bagan, perkataan "SUSUNAN" dihapus.




...l...‘ .......... dst" diubah dan dibaca

10.Perkataan "LAMPIRAN
"LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
SANYUMAS NOMOR 17 ¢+ TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORCANISASI DAN TATKERJA DINAS

11. Bagan Organi

paerah Tingk

12.
a.

‘PERDAGANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

¢asl Dinau Koperasl dan Pengusaha Kecil Kabupaten
.t Il Banyumas diubah dan dibaca sebagal berikut:

t

L4

pitambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiril dari @
Penjelasan Umum;

b. Penjelasan Pasal demi Pasal.




